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RANCANGAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NOMOR | 4 TAHUN2010

TENTANG 
i

RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN TANGKAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YAN MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA'

lmbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan, pengendalia.n dan pengawasan

terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan

lingkungannya- secara berkelanjutan, serta memberikan kepastian
nulum 

- 
Oi 

'niOang 
usaha perikanan maka Pemerintah Provinsi

Sulawesi tenggara memberikan pelayanan lzin Usaha Penangkapan

ikan bagi peroEngan maupun badan hukum yang melakukan usaha
perikanan;

b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38

Tahun 2OOl tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
pemerintah, Pemeriniah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan

Nomor PER.05/MEN/2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan
perifanan Nomor PER.12IMEN/2009, maka lzin Usaha Perikanan
yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi

?enlgara Nomor 4 Tahun 2002 dinilai sudah tidak sesuai dengan
perjt'uran Perundang-undangan serta situasi dan kondisi sehingga

Berlu dilakukan Benyesuaiaru

Mengingat : 1.

bahwa jasa lzin Usaha Perikanan Tangkap merupakan objek retribusi
yang dapat mendukung terlaksananya pengendalian .d"n
bendawasan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya

ifariserta peningkatan Pendapatan Asli Daerah, sehingga perlu

dilakukan peningkatan pengaluran dan intensifikasi pemungutannya;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a,

huruf b dan huruf c maka perlu membentuk Peraturan 'Daerah
provinsi Sulawesi Tenggara tentang Retribusi lzin Usaha Perikanan

Tangkap.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penelapan

Peratuian Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

1964 tentang Fembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan

Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-

Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah

Tingkal I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi

Selltan-Tenggara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun

1964 Nomoi g4, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia

Nomor 2687);

c.

d.
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan

Konveisi Perierikatan Bangsa-bangsa tentang Hukum Laut

(t-emOaran Negara Republik_-lndonesia Tahun 1985 Nomor 76,

iamnanan Lem-baran Negara Republik lndonesia Nomor 3319);

undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan lndonesia

fl"*nit"n Nelara Republik lndonesia Tahun 1996 Nomor 73,

iambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3647);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2AA4 tentang Pemb-entukan

Peratuian Peiundang-undangan (Lembaran Negara Re-publik

lndonesia Tahun zooa Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 4389);

undang,-undang. Nomor 31 - Tahun 2004 tqqQ!9-. Perikanan

tf-"tn|t"n Nefara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 1 18,

Tambahan Leirbaran Negara Republik lndonesia Nomor 4433)

sebagairnana telah diubah dengan undangundang Nomo145 Tahun

zggglLembaran Negara RepuOlit lndonesia Tahun 2009 Nomor 154,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5073);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerillahan

Oaeran- (Lembiran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor

iZS, f"tn"han Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor M37\;

sebagaimana telah diubah oua kati terakhir dengan undang-undang
Nom5r 12 Tahun 2008 tentang perubahan ke dua atas Undang-

,nO"ng Nomor 32 Tahun ZbO+ tentang Pemerintahan Daerah

ilemUiran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 59,

iampahan qqmlaran Nesara Repub'lik lndqnesia Nqmqr 4E4$;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuandan antira Pemerintah Pusal dan Pemerintahan Daerah

(G;b;;n N"g"r" Republik_lndonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2OOT tentang PengeJglan Wilayah
pesisiidan puliu-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik lndonesia

Tahun 2OQ7 Nomor 84, Tamhahan Lemharan Negara Repub'lik

lndosesia Nomor a739);

g. undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Paiak Daerah dan

Retribusi Daerin (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun

2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik lndosesia

Nomor 5049);

1.9. Peraturan Pemerintah N-omor 5'4 Tahun
Perikanan (Lembaran Negara Republik

3.

4.

5.

6.

7.

8.

t r* i"il

Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4230);

2O0Z tentang Usaha
lndonesia Tahiln 2AA2

Republik lndonesia
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Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor
165, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Repuhlik lndonesia Tahun 2A07 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4737);

Peraturan Daerah Tingkat I Propinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7
Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara Tahun 1989 Nomor 7);

Feraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 10 Tahun
2005 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut Provinsi
Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Teng.gara
Tahun 2005 Nomor 10);

15[?,lffi 
T3ff':*'T:X'+:-:il3H""?i'Hltr;l?"TlSi:JJi+:l'?'.';

(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008
Nomo.r 4).

Dengan Persetujuan Bensama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

dan

GUBERN UR SULAWESI TENGGARA

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI lZlN USAHA
PERIKANAN TANGKAP.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara;

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;

3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara;

11.

12.

13.

14.

4. Dewan Perwakilan Rakyat
adalah Dewan Perwakilan
Tenggara;

Daerah selanjutnya disingkat DPRD
Rakyat Daerah Frovinsi Sulawesi
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Ugaha Perikanan adalqh kegiatan yang dilaksanakan denggn sygtgm
bisnis perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pengolahan,
dan pemasaran;

'Perorangan atau badan hukum adalah orang atau badan hukum
yang melakukan usaha perikanan;

Perusahaan Perikanan adalah perusahaan yang melakukan usaha
perikanan yang dilakukan oleh Warga Negara Republik lndonesia
atau Badan Hukum lndonesia yang. melakukan keg,iatan di wilayah
Provinsi Sulawesi Tenggara i

usaha perikanan tangkap adalah usaha perikanan yang berbasis
pada penangkapan ikan;

usaha perikanan tangkap terpadu adarah kegiatan penangkapan
ikan yang dilakukan secara terpadu sekurang-kurangnya dengan
kegiatan pengolahan ikan;

Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk rnernperoleh ikan di
perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau
cara yang sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk kegiatan yang
menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan,
mendinginkan, mengolah atau mengawetkan untuk tujuan komersil;
usaha Pengangkutan ikan adalah kegiatan yang ktrusus untuk
melakukan pengumpulan dan atau pengangkutan ikan dengan
menggunakan kapal pengangkut ikan, baik dilakukan oleh
perusahaan perikanan niaupun bleh perusahaan bukan perusahaan
perikanan;

Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan
penangkapan ikan;

Nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan
penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

KaBal Perikanan adalah haBa!, Berahu, atau alat aBung lain.nya yang
dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukun!
operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan
ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitianleksplorasi
perikanan;

Kapal Penangkap ikan adalah kapal yang seeara khusus
dipergunakan untuk menangkap ikan, termasuk menampung,
menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan;

Kapal pengangkut ikan adalah kapal yang secara khusus
dipergunakan untuk mengangkut ikan, termasuk memuat,
menamp.ung, menyimpan, mendinginkan, dan atau mengawetkan;
Alat penangkap ikan adalah sarana dan perrengkapan atau benda-
benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan;

sentra kegiatan nelayan adalah tempat bongkar bagi kapal
penangkap ikan berukuran 10 (sepuluh) Gross Tonnage (GT) ke
bawah dan dapat sebagai tempat muat hasil tangkapan kapal
penangkap ikan tersebut ke kapal pengangkut ikan pada suatu
daerah yang tidak terdapat pelahuhan perikanan;

6.

v.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15,

16.

17.

18.
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20.
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$atlan ?rmqdA penangkapan ikan adalah kelompok kapal perikanan
yang dipergunakan untuk menangkap ikan yang dioperasikan dalam
suatu kesatuan system operasi penangkapan, yang terdiri dari kapal
penangkap ikan, kapal pengangkut ikan, dengan atau tanpa kapal
lampu, dan secara teknis dirancang hanya untuk beroperasi optimal
apabila dalam satu kesatuan system operasi penangkapan;

Satu kesatuan manaJemen usaha adalah satu system pengelolaan
usaha perikanan tangkap oleh orang atau badan hukum lndonesia
yang dilakukan dalam lingkuB satu Berusahaan perikanan atau keria
sama orang atau badan hukum lndonesia dengan orang atau badan
hukum lainnya yang melakukan usaha perikanan tangkap;

Surat lzin Usaha Perikanan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah
izin tertulis yang harus dimiliki Perusahaan Perikanan untuk
melakukan Usaha Perikanan dengan menggunakan sarana produksi
yang tercantum dalam izin tersebut;

Surat lzin Penangkapan lkan yang. selanjutnya disingkat SlPl adalah
izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk
melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari SIUP;

Surat lzin Kapal Pengangkut lkan yang selanjutnya disingkat SIKPI
adalah surat izin yang harus dimiliki oleh setiap Kapal Perikanan
yang melakukan kegiatan pengumpulan dan pengangkutan ikan;

Daerah penangkapan ikan adalah adalah bagian dari wilayah
pengelolaan perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara yang ditetapkan
sebagai daerah penangkapan ikan yang tercantum dalam SIUP dan
SIPI;

Perluasan usaha penangkapan ikan adalah penambahan jumlah
kapal perikanan dan atau penambahan ienis keg.iatan usaha yang"

berkaitan, yang belum tercantum dalam SIUP;

Perluasan usaha budidaya ikan adalah penambahan areal lahan dan
atau penambahan jenis kegiatan usaha yang berkaitan, yang belum
tercantum dalam SIUP;

Perairan laut wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara adalah perairan
laut selebar I mil yang diukur mulai dari 4 mil dari daratan sampai
dengan 12 mil;

Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan
perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat
kegiatan system bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat
kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan atau bongkar muat ikan
yang dilengkapi dengan fas.ilitas. kes"elamatan pelayaran dan
kegiatan penunjang perikanan;

22.

23.

29. Pelabuhan pangkalan adalah pelabuhan perikanan atau pelabuhan
umum di Provinsi Sulawesi Tenggara Yang ditunjuk sebagai tempat
kapal perikanan berpangkalan untuk melakukan pendaratan hasil
tangkapan, mengisi perbekalan, atau keperluan operasional lainnya,
dan atau memuat ikan bagi kapal pengangkut ikan yang tercantum
dalam SlPl atau SIKPI;

21.

24.

25.

26.

27.

28.
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30. Pelabuhan muatlsinggah adalah petabuhan perikanan atau

pelabuhan ,*r* di--Provinsi Sulawesi Tenggara yanq. ditunjuk

sebagai tempat kapal pengangkut ikan untuk memuat ikan atau

singfin untiif mengisi p[rUikatan atau keperluan operasional

lainnya yang tercantum dalam SIKPI;

31. Hasil Perikanan adalah hasil tangkapan ikan yang terdiri dari hasil

tangkapan di laut dan hasil budidaya ikan;

g2. Pungutan Pengusahaan Perikanan yang selaniutnya dising.kat PPP

adaiah prngr[rn yang dikenakan kepada pemega.ng..SlUP dan

SlKPl, ."Oig"i imba'ian atas kegia!.an Yalg diberikan untuk

melakukan-pEnguJ"h""n penangkd-ir lkan dalam wllayah Provinsi

Sulawesi Tenggara;

33. Pungutan Hasil Ferikanan yang selanjutnya dising[a! PtlP adalah

pungutan yang dikenakan- kepada pemegang slPl sehubungan

denian naiit pioduksi perikanan yang diperdagang.kan;

U. Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu

Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang

pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan-, pengaturan'

fengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang'

penggunaan sumber diya alam, sarana atau fasilitas tertentu guna

meli-nlungi iepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;

35. waiib Retribusi adalah orang pribadi 313u badan y3ltg menu'rut
peraturan Ferundang-undafrgiin Retribusi diwajibkan untuk

melakukan pembayaian retiibusi, termasuk pemungut atau

pemotong retribusi tertentu;

36. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan

batas *"itu bagi wajib retiiOusi untuk memanfaatkan Jaaa dan

Perizinan tertentrl dari Femerintah Daerah yang bersangkutan;

n. S.urat Setoran Retribusi Daerah, yang selaniutnya disingkat SSRD"

adalah bukti pembayaran atau 
-penyetoran 

retribusi yang telah

dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan

dengan eara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang

ditunjuk oleh KePala Daerah;

38. Sur-at Ketetapan Retribusl Daerah, y-ang selaniutnya.dislngkat SKRD

adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah

pokok retribusi Yang terutang;

39. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang _selanjutnya
disingkat Sknple adalah surat ketetapan retribusi yang

menentukan lumtah kelebihan pembayaran retribusi karena iumlah
kredit retribuii lebih besar daripada retribusi yang terutang atau

seharusnYa tidak terutang ;

40. surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat sTRD

adalah s"urat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi

administratif berupa bunga dan/atau denda;
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41. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimp.un dan
mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara
obyektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan
untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah
dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka
melaksanakan ketentuan Peraturan Perun.dang-un.dangan. retribusi
daerah;

42. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari
serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang
tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta
menemukan tersangkanya.

BAB II

PERIZINAN USAHA PENANGKAPAN IKAN

Bagian Pertama

Bentuk Usaha dan Jenis Perizinan

Pasal 2

(1) Jenis Uqaha Perikanan Tangkap terdiri ata$-;

a. usaha perikanan tangkap;

b. usaha penangkapan dan pengangkutan ikan dalam satuan
armada penangkapan ikan; dan

c. usaha pengangkutan ikan.

(2) Usaha Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dilakukan oleh :

a. Badan Usaha Milik Negara;

b. Badan Usaha Mllik Daerah;

c. Koperasi;

d. Perusahaan Swasta Nasional;

e. Perorangan.

(3) Jenis Perizinan Penangkapan/Pengangkutan ikan terdiri dari :

a. Surat lzin Usaha Perikanan (SIUP);

b. Surat lzin Usaha Penangkapan lkan (SlPl);

c. Surat lzin Kapal Pengangkut lkan (SlKPl).
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Bagian Kedua

SIUP dan Masa Berlaku

Pasal 3

(1) Perusahaan Perikanan Tangkap d?n Uqaha Pengang.kqtan lkan,
dengan menggunakan kapal berukuran diatas 10 GT sampai 30 GT
diperairan laut Kewenangan Daerah wajib memiliki SIUP dari
Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk;

(2) Kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikecualikan bagi kegiatan penangkapan ikan y.eng dilakukan oleh
nelayan kecil dan atau nelayan yang memiliki sebuah kapal
perikanan tidak bermotor atau bermotor luar atau bermotor dalam
berukuran dibawah 5 GT;

(3) SIUP berlaku selama 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang
untuk jangka waktu yang sarnat

(4) Jangka waktu berlakunya SIUP dievaluasi pelaksanaannya setiap 2
(dua) tahun.

Bag.ian Ketig.a

SlPl dan Masa Berlaku

Pasal 4

(1) $etiaB Bererangan, badan hukum atau KoBerasl yang telah
memperoleh SIUP, sebelum melakukan kegiatan penangkapan ikan
di perairan laut wilayah daerah wajib memiliki SlPl dari Gubernur
atau pejabat yang ditunjuk;

(2) .Masa berlaku SlPl selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang
kembali dengan ketentuan kapal yang bersangkutan masih
dipergunakan oleh perusahaan perikanan yang bersangkutan dan
dengan mempertimbangkan persediaan daya dukung sumb.er"daya
ikan.

Bagian Keempat

SIKPI dan Masa Berlaku

Pasal 5

(1) QetiaB Berarangan, Peru.sahaan alau KqBeraei yang m.enggunak.a.n
Kapal Perikanan untuk kegiatan pengangkutan ikan wajib memiliki
SIKPI dari Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk;

(2\ Masa berlaku SIKPI selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang
kembali dengan ketentuan kapal yang bersangkutan masih

. dipergunakan oleh perusahaan perikanan yang bersangkutan.
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Bagian Kelima

SIUP, SlPl dan SIKPI dalam Satuan
Armada Perihanan

Pasal 6

(1) Setiap Perorang.an, Perusahaan atau Koperasi yang. mengg.unakan
kapal perikanan untuk kegiatan penangkapan ikan dan
pengangkutan ikan dalam satuan armada perikanan wajib memiliki
SIUP, SlPt dan SIKPI dari Gubernur atau pejabat yang ditunjuk;

(2) Satuan Armada Penangkapan lkan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), terdiri atas kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut
ikan dengan atau tanpa kapal lampu;

(3) Setiap satuan armada penangkapan ikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) wajib dilengkapi dengan SlPl;

(4) Setiap kapal pengangkut ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
wajib dilengkapi dengan SlKPl.

Bagian Keenam

Kewenangan Penerbitan Perizinan

Pasal 7

(1) Qubernur atau Peiahat yans ditunjuK berwenans menqrbitKc.n 9!UP,
StPl dan SIKPI bagi kapal perikanan yang berukuran diatas 10 GT
sampai dengan 30 GT kepada orang atau Badan Hukum lndonesia
yang melakukan usaha perikanan yang berdomlsili di wifayah
administrasinya dan beroperasi di wilayah pengelolaan yang menjadi
kewenangannya;

(2) Kewenangan menerbitkan SIUP, SlPl, dan SIKPI sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk Badan Hukum yang
menggunakan mo.dal atau tenaga kerja asing.

Bagian Ketuj.uh

Pendaratan lkan

Pasal 8

SetiaB lcaBal BenansKaB it<an danlalau kaBa! BenqansKut ihan harus
mendaratkan ikan hasil tangkapan di pelabuhan pangkalan yang
tercantum dalam SlPl dan/atau SlKPl, kecuali ditentukan lain berdasarkan
Peraturan Perundang-undangan yrang berlaku.
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Bagian Kedelap.an

Persyaratan dan Tata Cara Permohonan lzin

Pasal 9
Persyaratan dan tata cara pemberian slup, slpl, dan slKpl
sebagaimana dimaksud datam Fasal 3, Fasal 4, Fasal s, dan pasal 6
Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagai berikut:
(1) Permohonan sluP, slPl, dan slKPl diajukan oreh perorangan,

Badan Hukum atau Koperasi kepada Gubernur atau pejabat yang
ditunjuk dengan mengisi formulir;

(2) untuk mendapatkan sluP sebagaimana dimaksud dalam pasal 3
wajib memenuhi syarat-syarat :

a. mengajukan permohonan kepada Gubernur atau Fejabat yang
ditunjuk dengan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut :

- rekomendasi dari Kabupaten/Kota;

- rencana usaha;

- fioto eopy akta pendirian perusahaan untuk Badan Hukum dan
Koperasi;

- d"ata perso.nalia;

- foto copy Kartu Tanda Penduduk (KfP) pemilik yang telah
disahkan;

- surat keterangan domisili usaha;

- spesimen tanda tangan pemilik kapal atau penanggung jawab
perusahaan;

b. membayar retribusi yang besarnya sesuai ketentuan' yang
ditetapkan didalam Feraturan Daerah ini.

(A) Perusahaan Perikanan TangKaB yans telah mendapatkan slup
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang apabila
memenuhi syarat-syarat :

a. mengajukan permohonan kepada Gubernur atau PeJabat yang
ditunjuk dengan melampirkan :

- rekomendasidari KabupatenlKota;

- foto copy SIUP yang telah diperpanjang;
- rencana usaha;

- foto copy akta pendirian perusahaan untuk Badan Hukum dan
Koperasi;

- data personalia;

- foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik yang telah
disahkan;
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- surat keterangan domisili usaha;
- spesimen tanda tangan pemilik kapal atau penanggung jawab

perusahaan;

- pas foto terbaru ukuran 3 x 4 cm sebanyakz(dua) lembar.

b. membayar ..retribu{ yang besarnya sesuai ketentuan yang
ditetapkan didalam peraturan Daerah ini.

(4) untuk mendapatkan slpl sebagaimana dimaksud dalam pasal 4wajib memenuhi syarat-syarat :

a. mengajukan permohonan kepada Gubernur atau pejabat yang
ditunjuk dengan melampirkan :

- rekomendasidariKabupatenlKota;

- foto copy SlUp yang disahkan;
- foto eopy tanda pendaftaran kapat (gross akte) atau buku kapal

perikanan yang telah disahkan;
- foto eopy pas tahunan;
- foto copy sertifikat kelaikan kapal perikanan;
- berita acara pemeriksaan fisik kapalasli;
- foto copy Kartu Tanda penduduk (KTp) pemirik kapal.

b. membayar ..retribus] yang besarnya sesuai ketentuan yang
ditetapkan didalam peraturan Daerah ini.

(5) Perusahaan perikanan Tangkap yang telah mendapatkan slpl
sebagaimana dimaksud pada ayat 

-(4)-dapat 
oiperpanj;g apabita

memenuhi syarat-syarat :

a. mengajukan permohonan kepada Gubernur atau pejabat yang
ditunjuk dengan melampirkan :

- rekomendasi dari Kabupaten/Kota;
- foto eopy SIUF yang disahkan;
- foto copy Slpl yang akan diperpanjang;
- foto cgpy tanda pendaftaran kapal (gross akte) atau buku kapal

yang disahkan atau menunjukan aslinya;
- foto copy pas tahunan;
- foto copy sertifikat kelaikan kapal perikanan;
- berita acara pemeriksaan fisik kapal asli;
- foto copy Kartu Tanda penduduk (KTp) pemirik kapar.

b. membayar ..retribusj yang besarnya sesuai ketentuan yang
ditetapkan didalam peraturan Daerah ini.
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(6) U"ntuk mendapatkan SIKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
wajib memenuhi syarat-syarat :

a. mengajukan permohonan kepada Gubernur atau Pejabat yang
ditunjuk dengan melampirkan :

- pas tahunan;

- foto copy sertlfikasi kelalkan kapal perikanan;

- berita acara pemeriksaan fisik kapal asli;

- foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik kapal.

b, m"qmbqv{ retribuql yang beqqrnva geqqai Ketentuan. yan.g

ditetapkan didalam Peraturan Daerah ini.

(7) Perusahaan Per-ikanan Tangkap yang telah mendapatkan SIKPI
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diperpanjang apabila
memenuhi syarat-syarat :

a. mengajukan permohonan kepada Gubernur atau Pejabat yang
ditunjuk dengan melampirkan :

- rekomendasi dari KabupatenlKota;

- foto copy SIUP yang disahkan;

- foto copy tanda pendaftaran kapal (gross akte) atau buku kapal
perikanan yang telah disahkan;

- foto eopy pas tahunan;

- foto copy sertifikat kelaikan kapal perikanan;

- berita acara pemeriksaan fisik kapat asti;

- foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik kapal.

b. membayar retribusi yangt besarnya sesuai ketentuan yang
ditetapkan didalam Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan

Pemeriksaan Fisik Kapal

Pasal 10

('!) KaBal Berikanan yang akan dimqhqnkan SlPl dan atau $lKPl, wajib
terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan fisik kapal;

(2) Pemeriksaan fisik kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), bagi kapal yang berbendera lndonesia dan perusahaan
perikanan wajib mengajukan permohonan kepada pemberi izin;

(3) Tata cara permohonan pemeriksaan fisik kapal perikanan
ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
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Bagian Kesepuluh

Penolakan Permohonan lzin

Pasal {l
(1) Permohonan sluP, slPl dan slKPl ditolak, apabila persyaratan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal g ayat (2), ayat (4) dan ayat (G)
tidak dipenuhi;

(2\ Fenolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan secara tertulis lepada pemohon disertai dengan alasan
penolakan.

Bagian Kesebe/as

Permohonan lzin Kapal Dalam Satuan
Armada Penangkapan

Pasal 12

Permohonan SlPl bagi kapal tampu dan permohonan SIKPI bagi kapal
pengangkut ikan yang dioperasikan dalam satuan armada penangkapan
ikan diajukan kepada Gubernur atau pejabat yag ditunjuk bersamaan
dengan pengajuan permohonan SlPl kapal penangkap ikan dalam satuan
armada penangkapan ikan.

Bagian Keduabelas
Kewajiban dan Larangan Pemegang lzin

Pasal 13

Pemegang izin berkewajiban :

a. Melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam SIUP, SlPl, dan
SIKPI;

b. Mengajukan permohonan perubahan SIUP apabila akan melakukan
perubahan rencana usaha atau rencana perluasan usaha;

c. Mengajukan perubahan atau penggentian SlPl atau SIKFI apabila
akan melakukan perubahan data yang tercantum dalam SlPl atau
SIKPI;

d. Menyampalkan laporan keglatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali
dan melaporkan data produksi setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada
D.inas Kelautan dan Perikanan Dae-rah.

Qaslan Ketisabelas

Larangan Pemegang lzin

Pasal 14

(1) Setiap orang atau Badan Hukum dilarang melakukan kegiatan
penangkapan ikan dengan menggunakan alat dan atau bahan yang
dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan
lingltungannya;
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(2) S.etiap kapal pengangkut ikan yang dioperasikan secara tunggal atau
bukan dalam satuan armada penangkapan ikan atau bukan dalam
satu kesatuan manajemen usaha dilarang:

a. Menerima penitipan ikan dari kapal penangkap ikan di daerah
penangkapan atau diluar pelabuhan pangkalan yang ditetapkan
dalam SIKPI;

b. Menerima penitipan ikan dari kapal pengangkut ikan di daerah
penangkapan atau di luar pelabuhan pangkalan dan pelabuhan
muaUsinggah yang ditetapkan dalam SIKPI;

c. Membawa ikan hasil tangkapan dari daerah penangkapan ke
pelabuhan pangkalan yang tidak tercantum dalam slKpl atau
langsung ke Luar Negeri.

BAB III

PENCABUTAN SIUP, SIPI, SIKPI

Pasal 15

SIUP dapat dicabut atau dihentikan kegiatannya oleh Gubernur atau
pejabat yang ditunjuk dalam hal :

(1) SIUP berakhir karena :

a. Diserahkan kembali kepada pemberi izin;

b. Perusahaan perikanan jatuh pailit;

c. Perusahaan perikanan menghentikan usahanya;

d. Dicabut oleh pemberi izin;

e. jangka waktu berlaku telah berakhir.

(2) Perusahaan PeriKanan ,

a. Melakukan perluasan usaha tanpa persetujuan tertulis dari
pemberi izin;

b. Tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha dan data produksi 3
(tiga) kati berturut-turut atau dengan sengaja menyampaikan
laporan yang tidak benar;

e, Tidak melaksanakan ketentuan y"ang tereantum dalam $!UP;

d. Memindah tangankan SlUPnya kepada pihak lain;

e. Tidak melaksanakan kegiatan usaha selama 2 (dua) tahun.
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Pasal 16

SlPl dan SIKPI dapat dicabut atau dihentikan kegiatannya oleh Gubernur
atau pejabat yang ditunjuk dalam hal :

(1) SlPl dan SIKPI berakhir karena :

a. Jangka waktu telah habls;

b. Diserahkan kembali kepada pemberi izin sebelum jangka
waktunya berakhir;

c. Dicabut oleh pemberi izin;

d. SIUP dicabut oleh pemberi izin;

e. Perusahaan Perikanan dinyatakan bersalah berdasarkan
keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap.

(2) Perusahaan Perikanan :

a. Tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam SIUP
dan/atau SlPl dan SIKPI ;

b. Menggunakan kapal perikanan di luar kegiatan penangkapan
ikan untuk SlPl dan/atau diluar kegiatan pengangkutan ikan untuk
SIKPI ;

c. Kapal perikanan yang bersangkutan tidak lagi menggunakan SlPl
atau SIKPI tersebut

d. SIUP yang dimiliki oleh perusahaan perikanan dicabut oleh
pemberi izin;

e. Perusahaan perikanan dinyatakan bersalah berdasarkan
Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap.

Fasal 17

(1) Pencabutan SIUP, SlPl, dan SIKPI dilakukan meiatui proses
peringatan tertulis tiga kali berturut-turut dengan tenggang waktu
masing-masing 1 (satu) bulan;

(2) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
diindahkan maka SIUP, SlPl, dan SIKPI dibekukan untuk jangka
waktu 1 (satu) bulau
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(3) Apabila masa pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
telah habis dan perusahaan perikanan tidak memenuhi kewajibannya
sebag,aimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, maka SIUP,
SlPl, dan SIKPI dicabut.

BAB IV
PEMBINAAN

Pasal 18

(1) Nelayan perorang.an yang. sifat usahanya merupakan mata
pencaharian untuk memenuhi hajat hidup sehari-hari tidak dikenakan
kewajiba* memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(2).

(2) Dinas Kelautan dan Perikanan wajib melakukan koordinasi dengan
D.inas Perikanan Kabupaten/Kola khusus terkait dengan pembinaan
dan pengawasan nelayan andon dan nelayan yang wajib daftar.

BAB V
KETENTUAN RETRIBUSI

Bagian Pertama

Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

Pasal 19

Denqan nama lzin Ugaha PeriKanan TangkqB diBunsut retribusi atas jasa
pemberian izin usaha perikanan tangkap.

Pasal 20

(1) Objek Retribusi adalah setiap pemberian izin kepada orang pribadi
atau badan untuk melakukan kegiatan usaha perikanan tangkap;

(2) Kewajiban memiliki Surat lzin Usaha Perikanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi penangkapan ikan yang
dilakukan oleh nelayan kecil dan/atau nelayan yang memiliki sebuah
kapal perikanan tidak bermotor atau bermotor luar atau bermotor
dalam berukuran dibawah 5 (lima) GT.

Pasal 2tl

(1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan Hukum yang
memperoleh lzin Usaha Perikanan Tangkap;

(2) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
membayar r'etribusi sesuai izin yang diperoleh.
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Bagian Kedua

Golongan Retribusi

Pasal 22

P._IPll ^lzin _Uqeha Perikanan Tangkap termasuk gotong.an retribusipenanan tertentu.

Bagian Ketiga

Gara Mengukur Tingkat penggunaan Jasa

Pasal 23

Tingkat P-enggunaan iasa dihitung berdasarkan jenis pelayanan, tingl-<atusaha, sifat usaha dan jumlah izin yang diberikan.

Bagian Keempat

Prinsip dalam penetapan Tarif Retribusi

Pasal 24

(1) Prinsip dalam penetapan tarif retribusi lzin Usaha perikanan Tang.kapadalah untuk menutupi . sebagian atau seluruh o-iayl
penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan; r -.

(2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan,
penegakan hukum, p.enatausahaan, dan biaya dampak negatif-dari
pemberian izin tersebut.

Bagian Kelima

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Fasal 2E

(1) Struktur tarif izin retribusi ditetapkan berdasarkan jenis p.erizinan
yang dikeluarkan, produktivitas alat tangkap dan ukuian kapal serta
persentase dari hasil usaha penangkapan ikan yang diperoleh;

(2) Besarnya tarif retribusi izin usaha perikanan ditetapkan sebagaiberikut: I -'.

a. surat tzin usaha Ferikanan (stuP) ditetapkan Rp. lso.ooo i(Seratus Lima putuh Ribu Rupiah)/izin; i

b. Surat lzin PenangkaBan lkan (Slpl); dan
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c. surat lzin Fengangkutan lkan (StKpl) adalah :

Jenis Kapal Per Alat Tangkap Besarnya Retribusi

(RP)

Kapal Pancinq:
Pole and Line 19.000,-/GT
Rawai/Long Line 34.000,-/GT
Pancing Tonda 19.000,-lGT
Pancing Cumi-cumi 19.000,-/GT
Pancino Tunooal 19.000.-/GT
Kapal Jarins:
Gill Net;

a. Pelagis besar
b. Pelasis kecil

30.000,-lGT
23.000,-/GT

Purse Seine;
a. Pelagis besar
b. Pelaqis kecil

38.000,-/GT
23.000.-/cT

Payang 12.000,-lGT
Lampara '15.000,-/GT
Muroami 15.000,-lGT
Kapal pengangkut ikan;

a. Tunggal

b. Satuan armada

8.000,-/GT

12.000,-/GT

Kapal Perikanan lainnya 10.000,-/GT

(3) Retribusi hasil usaha Perikanan Tangkap ditetapkan sebagai
berikut:

a. UntuK Kegiatan Bena"nghaBan iKan sKala besar, $ebeqar 2_,0 vo_

(dua koma lima persen);

b. Untuk kegiatan penangkapan ikan skala kecil sebesar 1 o/o (satu
persen).

Eagian Keenam

Wilayah Pemungutan

Pasal 26

Retrib.usi dip.ungut diwilay,ah Daerah tempat izin diberikan.

P?ed ??

(1) retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ditinjau kembali
paling lama 3 (tiga) tahun sekali;
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(2) Feninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkem6angln
perekonomian;

(3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketujuh

Tata Gara Pembayaran Retribusi

Pasal 28

(1) Retribuqi yang terutang haruq ditunasi sekatigus- dimuka;
(2) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi

ditetapkan dengan Peraturan Gubernuri
(3) L"rit pungutan retribusi merupakan pendapatan Daerah yang harus

disetorkan secara bruto ke Kas Daerah.

Bagian Kedelapan

Saat Retribusi Terutang

Pasal 29

Saal Retribuql terutanq adalah Bada eaat diterbitkannya SKRD atau buklipembayaran syah.

Bagian Kesembilan

Tata Gara Pemungutan

Pasal 30

(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen tain
yang dipersamakan.

(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapatberupakarcib,kupondankartu=langganan.

(3) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada
waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administratif
berupa bunga sebesar 2 o/o (dua persen) setiap bulan dari retribusi
yang terutang Xry- tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan
menggunakan STRD.

(4) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
didahului dengan surat teguran

(5) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan
Peraturan Gubernur.
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Bagian Kesepuluh

Pemanfaatan

Pasal 31

Pemanfaatan dari penerimaan retribusi diutamakan untu-k mendanai
kegiatan yang berkaitan tangsung dengin penveienggai"i; p"r"y"n"n
yang bersangkutan.

Bagian kesebe/as

Keberatan

Pasal 32

(1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya Kepada Gub,ernur
alau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis disertai dengan alasan-alasan
yang jelas.

(3) Keberatan ha.rus di?julg,l datam jangka waktu pating lama 3 (tiga)
bulan sejak tanggal SKRS Oiterbitfin kecuali'jika-wajib retribusi
tertentu daBat menunjukkan bahwa jangka wahtu itu iiOat< daBatdipenuhi karena keadaan diluar kekuaiaannya.

(4) Keadaan diluar kekuasaannya sgbagaimana dimaksud pada ayat (3)
adalah suatu keadaan yang terjadi iiluar kehendak atdu keku-as"bfr
wajib retribusi.

(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusl
dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 33

(1) G.ubernur dalam jangka waktu p.aling lama 6 (enam) bulan sejak
tanggal surat keberatan diterima halus memberi keputusan atas
keberatan yang diajukan dengan menerbitkan surit keputusan
keberatan.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk
rnemberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi,'bahwa keberatan
yang diajukan harus diberi keputusan oleh Gubernur.

(3) Keputusan Gubernur atas keberatan dapat berupa menerima
seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya
retribusi yang terutang.

(4) Apabila jaryF waktu. sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) tetah
lewat dan Gubernur tidak memberi suatu keputusan,keberatan yang
diajukan tersebut dianggab dikabulkan,



-21 -

Paeal 34

(1) Jika pengajuan keberatan dikaburkan sebagian atauseluruhnya,kelebihan pembayanan retribusi dikembali[an denganditambah imbaran bunga z o/oidua p"rr"n;-reburan ,rtri p"ling rama12 (dua belas) bulan.
(2) lmbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejakbulan perunasan sampai dengan diterbitkannya sKRDLB.

Fasal 35

(1) Aleq kelebihan Pefnbayqrqn Rgtrlblgi, mqk? waiib Retribusi dapatmengajukan permohonan pengembarian kepada ctio"rnui; '

Q) Gubernur dalam jangka waktu naling lama 12 (duabelas) bulan sejakditerimanya permohonan pengemuatian r<iieuina, 
='p"rnayaran

retribusi sebagaimana dimaksuJ pada ayat (1) harus memoeritan
keputusan;

(3) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak
d iteri ma nya. kelebiha n pem baya ra n retii o Jsi senabaim" it" 

-ii 
raks-udpada ayat (1) harus memberitian keputusan;

(4) Apabila jangka wa.ktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat(3) tetah dirampaui dan Gubernur tidak memberik; ;r;i il'eputusan,pengembalian 
^F9lbayaran retrihusi dianggap dikabulkan danSKPDLB atau SKRDLB harus diterbitkan da6[r jangrJ w;[tu pating

lama 1 (satu) bulan;

(5) Wajib Retribusi 
. 
mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihanpembayaran Retribusi s6bagaimaira dimaksud pioi ayat (1)langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utangretribusi tersebut;

(6) Pengembalian kelebihan . pembayaran retrfbusi sebagaimana
!im1k9ud paq 

3y?t (,!) ditakukan. gglel jangka *rtu ;;til; o,ma 2(dua) butan sejak diterbitkannya sKpDLB;ki sKRDLB: 
- 'o

(7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setetahl-"y"t 2 (dua) bulan Gubernur memberikan imbat; ffig; sebesar2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan p.embay,arai ieleb,ihanpembayaran retribusi;

(8) Tata eaFa pengembarian kerebihan Bembayaran retribusisebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oenga; peraturan
Gubernur.
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Bagian Kedu"abelas

Sanksi Administrasi

Pasal 36

Dqlqm hal wqjip r9[ibUqi tiCqk mqmB?y?r tep?t paC? wsklqnyq ster1
lyflg membayar dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar
2To (dua Persen) setiap bulannya dari retribusi yang teiutang atau kurang
bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Bagian Ketigabelas

Penghapusan Piutang
Retribusi Yang Kadaluarsa

Pasal 37

(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena Hak untuk
melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan;

(2) Gubernur menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi
Provinsi yang sudah Kadaluarsa sebagaimana dimakiud pada
ayat (1);

(3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluarsa
ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keempatbelas

lnsentif Pemungutan

Pasal 38

(1) lnstansi yang melaksanakan Femungutan Retribusi dapat diberi
insentif sebesar 5% (lima persen) atas dasar pencapaian kinega
tertentu.

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI
TATA CARA PENGGUNAAN PENDAPATAN

D"AERAH YANG. BERSUMBER DARI RETRIBUSI
IZIN USAHA PERIKANAN TANGKAP

Fasal 39

Seluruh Pendapatan Daerah yang bersumber dari Retribusi lzin Usaha
Perikanan Tangkap dikelola dalain Sistem Anggaran pendapatan dan
Belanja Daerah.
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Pasal 40

(1) Hasil pemungutan Retribusi yang diatur didalam peraturan Daerah ini
seluruhnya disetor ke Kas Daerah;

(2) Penerimaan dari retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dapat dimanfaatkan untuk mdmbiayai kegiatan irarlm rangka
peningkatan pelayanan terhadap masyirakat.

BAB VII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 4{

(1)

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat
P.egawai Negeri sipil tertentu dilingkungan pemerihtah Daerah'v"ng
diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan Ketentuan
Peraturan Perundang-undangan ;

wewenang Penyidik sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau
laporan berkenaan .dengan tindak pidana atas petJnggaran
terhadap surat lzin usaha perikanan (slUp), surat tzin iisaha
len_a-nokaBan lkan ($!pD dan $urat lzin Kapil pengangkut lkan(slKPD agar keterangan raporan tersebut menjaoi iSniiiiengr<ap
dan jelas;

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang
pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuitan yan! dilakukan
sehubungan dengan ilndak pidana a.tis pelanggaran terhadapsurat lzin usaha perikanan (slup), surll liin usana
l:Bngrapan lkan (stpl) dan surat lzin'Kapat pengangkut tkan
(srKPt);

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau
Badan sehubungan dengan tindak pidana atal pehnggaran
terhadap surat lzin usaha perikanan (slup), surat lzin ilaha
l:ylgr"pan tkan (stpt) dan surat tzin xaph pengangkut tkan
(srKPt);

d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan
tindak pidana atas peranggaran terhadap surat lzin usina
Perikanan (sluP), surat rzin usaha penangkapan lkan (slpl) dan
Surat lzin Kapal Pengangkut lkan (StKFt); -

(3)
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e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan buktipembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan
penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

t. meminta bantu.an t91aga ahli dalam rangka pelaksanaan tugaspenyidikan tindak pidana atas peranggiran terhadap surat rzinusaha perikanan (s.lup), surat lzin iJ-saha een"nllapan lkan(slPl) dan surat rzin Kapar pengangkut rkan (srKpt); "

g' menvuruh berhenti danlatau melarans aeQearans meninggdKanruangan ata.u tempat pada saat pemerirsain seoang beriangsung
dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau oilarmen yang
dibawa;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana ataspelanggaran terhadap surat lzin usaha Feritanan (brupl, suratlzin usa.h1 ..neng1oLapan rkan (srpr) dan surai izin Kapar
Pengangkut tkan (StKpt);

i. memanggir orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa
sebagai tersangka atau saksi;

j. menghentikan penyidikan danlatau
k' melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan

{ndak eidg!.? _?ta9 Belanggaran terhadaB Surat fio Usaha
Perikanan (srup), surat rzin usaha penangi<apan rianlsrpr) dan
Surat lzin Kapal pengangkut tkan (SlKpl);

l' dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Ketentuan peraturan
Perundang-undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan
dimulainya penyidikan dan,menyampiit<an'hasil p"nvioitannv"
kepada Penuntut Umum melalui 

-fenyiOif 
Pejabat Fofifi- NegaraRepublik lndonesia sesuai dengan ketentuan yarig diatur Oalam Kitab

Undang-undang Hukum Acara pidana.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 42

(1) Waiib' retribrusi vans tidaK .rnelaKqanaken kewairbannrra sehinggamerugikan Keuangan Daerah diancam-pioana-rfifi4;. t"ting rama3 (trga) buran atau pidana denda paring banyak 3 (tiga) kari jumrah
ret.ibusi terutang yang tidak atau kuran{dibaya,,;

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adatah
Pelanggaran;
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(3) Perusahaan Perikanan y.ang melakukan penangkapan ikan diwilay.ah
Daerah tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, pasal 4,
Pasal 5 dan Pasal 6 diancam Pidana sesuai Ketentuan Perundang-
undangan yang berlaku;

(4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
Penerimaan Negara.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 43

(1) Perusahan Perikanan yang telah memiliki sluP apabila ingin
memindahkan sluP atau Lokasi usaha atau Daerah penangkapan,
diwajibkan terlebih dahulu memiliki persetujuan tertulis dari Pemberi
lzin;

(2\ Perusahaan Perikanan yang melakukan perubahan nama, alat atau
penanggung jawab perubahaan wajib memberitahukan secara tertulis
kepada pemberi izin untuk diadakan penyesuaian.

(3) Perusahaan perikanan yang memiliki unit pengolahan, wajib
memenuhi persyaratan pengolahan sebagai salah satu syarat di
dalam pemberian izin usaha perikanan,

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

asal 44

(1) Denean berlakunya Peraturan Daerah ini, maka $e{nua perrzinan
yang diatur berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi
Tenggara Nomor 4 Tahun 20AZ tentang lzin Usaha Perikanan, masih
tetap berlaku sampai dengan jangka waktu berakhirnya izin tersebut;

(2)" Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka peraturan Daerah
Provfnsi Sulawesi Tdnggara Nomor 4 Tahun 2002 tentang lzin Usaha
Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara, dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.
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BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45
Hal-hal yang belum diatur datam peraturan Daerah ini sepanjang
mengenai aturan pefaksanaannya akan ditetapkan lebih tanjut'Cerigai
Peraturan Gubernur.

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai b.erlaku pada tanggal diundanekan.

4gar setiap orang 9?p"t mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
peraturan pqerah ini dengan penampatannya dalam Lemoarin oaeran
Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di Kendari
Padatanggal 2-6-B- 2O1O

H.NUR ALAM

Diundangkandi Ken dar i
Padatanggal ?_6_p- 2010

SEKRETARTS DAERAH
PR( INSI SULAWESI TENGGARA,

lw
H. ZAINAL ABIDIN

LEMBARAN DAERAH pRovrNsr sulAwEsr TENGGARA TAHUN 2o1o nouon 4



PENJELASAN

ATAS

RANGANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NOMORT 4 TAHUN20{0

TENTANG

IZIN USAHA PERIKANAN TANGKAP

PENJELASAN UMUM

Pasal 33 U.ndang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan agar pemanfaatan
sumber daya ikan diarahkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan
rakyat lndonesia. Dengan demikian pemanfaatan sumber daya ikan pada dasarnya
dilaksanakan oleh Warga Negara Republik lndonesia, baik secara perorangan maupun
dalam bentuk badan hukum, namun demikian dalam pemanfaatan sumber daya ikan
1919-ebut harus. senantia-sa meniaga kele.slaria-nnya. lni berarti p.e-ngusa.haan s.umber
d.'a ikan harus seimbang dengan daya dukungnya sehingga dapat memberikan
marrfaat secara terus-menerus dan lestari.

Salah satu cara untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan dilakukan dengan
pengendalian usaha perikanan melalui perizinan. Perizinan di Bidang Perikanan Daerah
Provinsi Sulawesi Tenggara ditujukan bagi perusahaan perikanan, sedangkan bagi
nelayan dan petani ikan yang sekedar untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dalam
arti bukan untuk komersial dibebaskan dari kewajiban untuk memiliki izin. Akan tetapi
untuk keperluan pembinaan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya ikan tetap
diperlukan pencatatan terhadap usahanya.

Perizinan selain berfungsi untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan juga
berfungsi untuk membina usaha perikanan dan memberi kepastian usaha perikanan.
Untuk mendorong pengembangan usaha perikanan di Daerah Provinqi Sulawes.i
Tenggara, kepada pengusaha baik perorangan maupun badan hukum diberikan lzin
Usaha Perikanan selama perusahaan masih beroperasi.

Sumber daya ikan pada hakekatnya merupakan kekayaan negara. Oleh karena
itu perusahaan perikanan yang telah memperoleh manfaat dari sumber daya ikan
terqebut dikenakan pungutan perikanan atas hasil kegiatan perikanannya di mana
pungutan tersebut merupakan Pendapatan Asli Daerah dari Sub Sektor Perikanan.

Namun bagi nelayan dan petani ikan yang hasil usahanya sekedar untuk
memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dibebaskan dari pungutan perikanan dimaksud.

Pembinaan dan pengawasan merupakan salah satu hal yang penting dalam
upaya Pemerintah Daerah menciptakan iklim usaha secara sehat dan mantap, serta
melakukan upaya-upaya pencegahan penggunaan sarana usaha yang tidak sesuai
dengan ketentuan

Dari pembinaan dan pengawasan sebagaimana tersebut diatas, diharapkan dapat
merangsang perkembangan usaha perikanan yang pada akhirnya akan dapat
menciptakan lapangan kerja, meningkatkan Penerimaan Asli Daerah dan meningkatkan
kqqejqhtgr??n pqre nelayan dqn pelani ikan di {q9r9h.
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ayat (3)

ayat (4)

Feea! 4

Paral 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8"

Paeal 9

'oasal 10

Pasal t1

Pasal 12

Pasal 13

El.raal { .rlJ-!4!rgl I -r

Pasa-l 1"5

Cukup Jelas.

Cukup Jelas.

e"ukup Jelas.

flr rlzr rn lalae:a!t!l!aDa Ye'fYv'

: CUkU"q,l,qlas,

: Cukup Jelas.

Cukup Jelas.

Oukup Jelas.

11r rlrr rn lalaey vrs-.

: Cutcgp Jel.g.q,
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PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pa1^al !
Pasal 3 ayat (1)

ayat (2)

' Paeqt ini nnep.ogaeklaq arti bebergpq ietilah ysi'.g digunakgn dalsm
Peraturan Daerah ini,. dengan maksud utitux- me;t#;iil;
pengertian terhadap istilah-istilah tersebut, sehinggi dapat
cfihindarKa R Kesalah Bahaman cfalam menafsir.l(an nya.

: Qr.rtup iela+"

: Kewenangan Provinsi adalah > 4 - 12 Mil.

: Penentuan ukuran kapal dimaksudkan untuk mengendalikan
pemanfaatan sumber daya ikan. agar tercapai pemandatan yang
qptim,al tanpa rn€ngganggu keleetariann.ya,

: Cukup Jelas.

: eukup Jelas.

. (\tittrn lalac, ve.rYF YY'9Y,

. eukup ,lehs,
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Pasal 16

Pasai i7

t1---r rAr(a$qr I g

Pasal 19

Pasal 20

Dac.:l ?4r ?!\r\i?Y g i

Pasal 22

Pasal 23

Dacel )A

Pasal 25

Pasal 26

Daoal 97f s!l!a{ + ,

Pasal 28

Fasal 29

Fasai 30

Pasal 31,

Pasal 32

Pasal 33

Fasal 34

Fasar SS

Pasal 36

Pasal 37

: Cukup Jelas.

eu'rup ieias.

_4..1-..- r^t-^I\-TLII\WP \tE la!.

Cukup Jelas.

: Oukup Jelas.

; eu.kup =!e!€€,

: Cukup Jelas.

: eukup Jelas.

: CukupJelas_

: Cukup Jelas

: Gukup Jelas.

' attbtrn lal.ra. !a-!lqla erir!{la.

: Cukup Jelas.

: eukup Jelas.

Gukup iefas.

Oukup' Jela"s,

: Cukup Jelas.

: Cukup Jelas.

: eukup Jelas.

Gurup ieias.

Cukup Jelas,

: Cukup Jelas.
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Faeej 38

Pasal 39

Pasal 40

Pasal 41

Fasai 42

Pasal 43

Pasal 44

Pasal 45

Dacal r{Ar'g{its{t :r_[1'

Fl rlrr rn lalao

Cukup Jelas.

Cukup Jelas.

Culrup Jelas.

Cukup ieias.

Cukup Jelas.

Cukup Jelas.

eukup Jelas.

l\ r tltt rn lalaay-t{{ttif,4 }r_!?{Iie_}
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BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Hal-hal y::ing belum diatur dalanr Peraturan Daerah ini sepanjang
mengenai aturan pelaksanaanny* akan ditetapkan lebih lanjut dengan
Peraturan Gubernur.

r pasal 46

Peraturan taerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Provinsi $ulawesi Tenggara.

Ditetapkan di Kendari
Padatanggal _76-F- 2O1O

GUBERNUR SULRWESI TENGGARA,

f
H.NUR ALAM

Diundangkandi Kendari
Padatanggal L8-8^ 2010

SEKRETARIS OAERAH
F .JVINSI SULAWESI TENGGARA,

H. ZAINAL ABIDIN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2O1O NOMOR 4.
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BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45
Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Daerah ini sepanjang
mengenai aturan pelaksanaannya akan ditetapkan lebih tanjut'Oerigai
Peraturan Gubernur.

Pasal 46

Ditetapkan di Kendari
Padatanggal X*d ? ZOIO

GUBERNUR S{Lf,WESI TENGGARA,

H.NUR ALAM

Diundangkandi Kendari
Padatanggal ?.5*e- z}rc

SEI(RETARIS DAERAH
FROVINSI SULAWESI TENGGARA,

H. ZAINAL ABIDIN

LEMBARAN DAERAH pRovrNsr suLAWEsr TENGcARA TAHUN 2010 NoMoR f.


